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BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MIMIKA
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MIMIKA,

bahwa untuk memberikan acuan dulam per gelolaan
keuangan kampung sesuai ketentuan per:turan per andang-
undangan dengan mempertimbangk:sn kekhususan kondisi
lokal kampung dan kapasitas penyelenggara peraerintah
kampung, perlu adanya pedoman ter tang per gelolaan
keuangan kampung tahun anggaran 2020;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagiimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan E upati.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pemtsntukan
Propinsi Otonom irian Barat dan Kat upaten-Ke bupaten
Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembzran PMegara Tah in 1969
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negzra Nomor 2907);

Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 ten tang Pemt sntukan
Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Jrian Jaya Barat,
Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, kabupaten Puncak
Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik I'idonesia
Tahun 1999 Nomor 173 Lembaran Nezara Republik I:1donesia
Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bag Propinsi Papua (Lembaran Negara lepublik
Indonesia Tehun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah
diubah dengan undang-undang Nomor 35 Tahua 2008
tentang Penetapan Peraturan Pemerir tahan Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Propinsi Papua menjadi - Undang Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tehun 2008 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Re publik Inidonesia
Nomor 4884);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ter tang Peml entukan
Peraturan Perundang-undangan (Lerbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 82, Tambahan Leribaran Negara Republik
Indonesia Ncmor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahur 2014 tentarg Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tatun 2014 Yomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 !4 ter tang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahin 2004
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Iadonesia
Nomor 5587) Sebagaimana telah ciubal dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentar g per ibahan ke dua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 204 ter tang Peme¢rintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahin 2015
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik ]adonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahin 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tabun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republil: Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembarar Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimara telih diubat dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahin 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Norior 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Urndang Undang }MNomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tainbahan I >mbaran
Negara Republik Indonesiz Nomor 57 T);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tanun 2014 tents a2g Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pend ipatan das. Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indoaesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik I1donesia
Nomor 5558) sebagaimara telah diubah dengan Fzraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 rentang Peruba ian Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentaig Dana
Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dar Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indoiesia Tahun 2015
Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5694) dan telah diubah kedu:t kalinya dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahin 2016 tentang
Perubahan <edua Atas Peraturan Pemcrintah N¢mor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumler Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembara1 Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomcr 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomcr 5864);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan D ierah sebzgaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Nege ‘i Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daeran (Berita
Negara Repubolik Indonesia Tahun 2011 Noraor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tah in 2014
terilang Pedoman Teknis Peraturan Di D:sa (Berit:  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomecr 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Dess (Berita Negara Republik
Indonesia Tanun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ‘1 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Fepublik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 53);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahin 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik I 1donesia
Tahun 2016 Nomor YOI 73;

Peraturan Menteri Dalam Negeri | Nomor 46 Tahin 2016
tentang Laporan Kepala Desa (B-rita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016
tentang Adrinistrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 110));

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 61 1);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Te rtinggal,
dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang l'edoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Bersekala Desa (Berita Negazra R:zpublik I[1donesia
Tahun 2015 Nomor 158);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan 1aerah Te -tinggal,
dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tent ang Pedonian Tata
Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musvawarah
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahu 2015
Nomor 159);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Te -tinggal,
dan  Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Pendampingan Desa (Berita Negara Republi< Indonesia Tahun
2015 Nomor _60);
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Peraturan Menteri Desa, Pembzangi nan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Fenetapan
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tariun 2017 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 18¢ 3);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225 Tihun 201" tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menter: Keuangan Nomor
S0/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan T -ansfer Ke Daerah
dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 158);

Peraturan Menteri Desa, Pembanginan Daerah Tiortinggal,
dan Transm:grasi Republik Indonesi: No. 211 Tahin 2019,
tentang Pericritas Penggur.aan Dana Desa tahun 202( :

Peraturan Menteri Desa, Pc—mbangunan Jdaerah T rtinggal,
dan Transmigrasi Republik Indonesiz No. 211 Tahuin 2019,
tentang Pedoman umum Pernbangurian dan Pemb«rdayaan
Masyarakat Desa;.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan DJaerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Republik Indonesia No 11 Tahtn 20109,
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tz hun 2020,

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Republik [ndonesia No 17 Tahuna 2019,
tentang Pedoman umum Pembanguran d:n Pemberdayaan
Masyarakat Desa:.

Peraturan Menteri Keuangan Reputlik Indonesia Jomor
205/PMK.07, 2019, tentang Pengelolasn Da1a Desa.

Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 ‘entang Perubal an Atas
Menteri Desa, Pembangunan Duerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 11 Tahun 2011
tentang Pembentukan Kampung Pada Distrik — Distrik Di
Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika
Tahun 2011 Nomor 11};

Peraturan Daerah Kabupaten Mimikz Nomor 3 Tahun 2019
tentang Anggaran Pendaparan dan Belanja Daerah Ka yupaten
Mimika Tahun Anggaran 2020 (Lemb:ran 1)aerah Ka upaten
Mimika Tahun 2019 Nomor 3, Ncreg Peraturan Daerah
Kabupaten Mimika Provinsi Papua 3/21)19);



-5-

MEMUTUSKAN :

Meretapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KE UANGAN

KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

L.

3
=
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Daerah adalah Kabupaten Mimika.

Pemerintah Daerah  adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urt san peme-intahan
vang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bipati adalah Bupati Mimika.

Kampung adalah Kampung atau di Provinsi Papua disebut Kampung adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas -vilayzh yang be wenang
untuk  mengatur dan ILengurus urusan pemerinta 1an, kep-ntingan
mesyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakst, hak as al usul,
vang diakui dan dihormat: dalam sistem pemeriniahan Negara Fkesatuan
Rebublik Indonesia.

Pemerintah Kampung adaiah Kepala Kampung yung cibantu pcrangkat
kampung sebagai unsur perivelenggaraan Pemerintatan K. umpung.

Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan odemerinta 1an dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kan \pung.

Per.gelola Keuangan Kampung adalah keseluruhan Kegia:an yang neliputi
persncanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban keuangan Kampung.

Rercana Pembangunan Jengka Menengah Kamp ing sang selanjutnya
lisebut RPJM Kampung adalah dokumer rencana pembanagunan ke mpung
untuk periode 6 (enam) tahun.

Rercana Kerja Pemerintah Kampung, selanjutnya diset ut RKPK adalah
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Mencngat Kampung untuk

Jangka waktu 1 (satu) tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutniva disebur APBK
4dalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Karmpung .

Jara Desa, selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntuk an bagi Ka mpung
vang  ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
lkab apaten.kota dan digunakan untuk membisyai penyeleng zaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembiraan kemasyar: katan,
can pemberdayaan masyarakat.
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Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD acalah dana perimbangan
yeng diterima kabupaten.kota dalam Anggaran Pendajatan dar Belanja
Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi khusus.

Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari An ggaran Penidapatan
den Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota.

Pemegang Kekuasaan Pergelolan Keuangan Kampung, yang selanjutnya
disingkat PKPKK adalah Kepala Kampung ya ng karena Jahatannya
mempunyai kewenangan menyelenggarakan keselur than pengelolaan
Keuangan kampung.

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya disinglat PPKK
adalah unsur perangkat kampung yang melaksanakan perigelolaan
keuangan Kampung, berdasarkan Keputusan Kepals Kam oung.

Sekretaris Kampung adalah unsur perangkat Ksmpurg yang tertindak
se.aku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Ka mpung (PFKK).

Kepala Urusan, yang selan utnya disebut Kaur adalah perangkat kampung
yalg berkedudukan sebagai unsur staf sekretariai kampurg yang
melaksanakan tugas PPKK.

Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat Kampung
vang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang m.enjalankan tugas
PPKK.

penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayazn kampung yang
dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan us: ha lainny 1 untuk
sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kampung.

Dana Cadangan adalah Dana yang disisihkan guna mend: nai kegiatan yang
memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam sati tahun
angigaran.

Surplus Anggaran Kampung adalah selisih lebih ar tara pendlapatan
karapung dengan belanja kampung.

Defisit Anggaran Kampung adalah selisih kurang antara pencapatan
karipung dengan belanja kampung.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILFA adalah
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selan.a satu
periode anggaran.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DPA adalah
dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang dise liakan,
dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yarg akan dilaks inakan
berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBKan pung.

Dokumern Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selar jutnya di singkat
DPFA adalah dokumen yang memuat perubahan rinc an ke glatan, ar ggaran
yvang disediakan dan rencara penarikan dana untuk kegiatan yan: akan
dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan alam pert.bahan
APBKampung dan atay Perubahan Penjabaran APB Kempung.
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Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutaya disingkat DPAL
adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan
dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya beraszl dari SIL'A tahun
anggaran sebelumnya.

Pengadaan barang dan jasa kampung yang selanjutnsa disebu- dengan
pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa
olzh pemerintah Kampung, baik dilakukan melalui swakelola dan.atau
penyedia barang/jasa.

Rencana Anggaran Kas Kampung yang selanjutny: disebut RAK I'ampung
acalah dokumen yang memuat arus Kas masuk dan aris Kas Keluar yang
dizunakan mengatur penarikan dana dari rekenirig kas untuk riendanai
kegiatan - kegiatan berdzsarkan DPA yang telah dischkan olel Kepala
Kampung.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah
dckumen pengajuan permintaan dana untuk mendanai kegiatan peagadaan
barang dan jasa.

Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnza disinglat APIP
adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan L.embaga
Pemerintah Nonkementerian, Inspektorat Daerah, Provinsi, dan Inspektorat
Dzerah Kabupaten/Kota.

Rekening Kas Kampung adalah rekening tempat menyimpan uang
Pemerintahan kampung yeng menampung selurub pen-:rimaan Kampung
dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Ka mpung paida Bank
yang ditetapkan yaitu Bank Papua. '

Penerimaan Kampung adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan
kampung yang masuk ke APBK melalui rekening kas kampung.

Pengeluaran Kampung adalah Uang yang dikeluarkan cari APBK melalui
rekeening kas kampung.

Kaator Pemerintahan Kampung adalah Kantor Pemerintahan Kampung di
Kaupaten Mimika

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disebut
BPXAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kasupaten
Mimika sebagai satuan organisasi pengelola keuangan daerah.

Bendahara Umum Daerah vang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat
Perigelola Keuangan Daerah pada BPKAD Kabupaten Mimilza.

Anggaran Pendapatan dan Eelanja Negarz, yang selanjutnya disingk:t APBN
adzlah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan yang Di setujui let Dewan
Perwakilan Rakyat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingke t APBD
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika

Ber cana Non alam adalah bencana yang diakibatkan olch peristivia atau
rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknolog ., gagal
modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.

Pandemi Corona Virus Disiase (COVID -19) adlah skala per yebaran penyakit

corona  Virus Disiase (COVID-19) yang terjadi secara global di :eluruh
duria.
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BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

Pasal 2

(1} Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai landasin hukur: untuk
menciptakan pengelolaan keuangan Kampung vang transparan, alcuntabel,
pertisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dalam
m:awujudkan pembangunan di Kampung;

2} Twjuan dibentuknya Peraturan Bupati ini sebagai pedo nan bagi aparatur
pemerintah Kampung dalarn pengelolaan keuangan Kampung.

Pasal 3
‘1) Keuangan Kampung dikelola berdasarkan asas:
a. Transparan;
b. Akuntabel;
¢. Partisipatif;
d. Tertib; dan
e. Disiplin anggaran.

(2}  Pengelolaan Keuangan Kampung sebagaimana dimaks 1d pada ayat (1),
dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mula tanggal 1 Januari
sampai 31 Desember.

BAB 1II
SUMBER PENDANAAN KAMPUNG

Pasal 4

keuangan Kampung bersumber dari -

a. Pendapatan Asli Kampung;

b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

C. 3agian dari hasil pajak daersh dan retribusi daerah;

d. Alokasi Dana Kampung yang merupakan bagian dari cana periribangan
keuangan pusat dan daerah vang diterima kabupaten:

¢ Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
Hibah dan sumbangan yang ridak mengikat dari pihak ketiga; dan

g lLair. pendapatan kampung yang sah.

Pasal 5

‘1) Alckasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf b, merupakan anggaran yang ciperuntukin bagi
Kampung yang ditransfer melalui RKUD sebagai Dana Karapung, digunakan
un-uk  membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembaigunan,
pernbinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

2) Besaran Dana Kampung secbagaimana dimaksud pada ayat (1), cihitung
berdasarkan jumlah Kampung dan dialokasikan dengan mempertimbangkan
jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat keosulitan
geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan perr srataan
peribangunan kampung.
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Rincian besaran Dana Kampung sebagaimana dimaksid pada ayat (2),
dnetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Alokasi Dana Kampung sebagaimana dimaksud calam Pasal 4 auruf d,
adalah merupakan bagian dari dana perimbangarn yan;; diterima Daerah
dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus

Peagalokasian  ADD sebagaimana  dimaksu| rada  ayat (1)
mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah. angka kemiskiran, dan
tingkat kesulitan geografis Kampung,

Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Kampung dan
Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada avat (2) haruf a,
ditztapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PENGHASILAN KEPALA KAMPUNG DAN
PERANGKAT KAMPUNG

Pasal 7

Kepala Kampung dan Perangkat Kampung berhak atas penghasilan Tetap
setiap bulan selama 1 tahun anggaran.

Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
Kepala Kampung dan Perangkat Kampung menerima tunjangan dan
penerimaan lain yang sah.

Pasal 8

Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung beracal dari
APEIK. Melalui Alokasi Dana Kampung (ADD)

3esaran Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan eyat (2)
ditetapkan denga Keputusan Bupati.

BAB V
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG

Pasal 9

Kepala Kampung adalah Pemegang Kekuasaan Pengelslaan Keuangan
Kamrpung (PKPKK) dan mewakili Pemerintah Kampung dzlam kepemilikan
kekayaan milik kampung yang dipisahkan.

Fampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunya kewenangan:

a. Menetapkan kebijakan teritang pelaksanaan APBK;

t. Menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampuny; (PPKK);

¢. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
APBK;

d. Menetapkan kebijakan ten tang pengelolaan barang milik kampung;
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€. Menyetujui DPA, DPPA & DPAL;
. Menyetujui RAK Kampung; dan
g Menyetujui SPP.

Pasal 10

PPLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), terasal da'i unsur
Perangkat Kampung, yang terdiri dari:

a. Sekretaris Kampung;

b. Kaur, Kasi; dan

¢. Kaur Keuangan.

PPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan ¢ engan Keputusan
Kepala Kampung,
Pasal 11

Sekretaris Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (.) huruf
a, bertindak selaku koordinator Pelaksana Pengelolazn Keuangan Kampung.

Sekretaris Kampung selaku koordinator pelaksana peng:lolaan ke jangan

Karipung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunya. tugas :

1. Mengkoordinasikan penuyusunan dan pelaksanaan ke bijakan A >BK;

5. Mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturag, Kampung
tentang APBK, Rancangan Perubahan APBK dan pertar ggungjaw: ban
oelaksanaan APBK;

¢.  Mengkoordinasikan Penyusunan rancangan pera-uran Kepala Kz mpung
entang penjabaran APBK dan Perubahan Penjabzran

d. Mengkoordinasikan tugas perangkat Kampung lair: yang melaksar akan
rugas PPKK ; dan

¢.  Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan Karapung dal:m
rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBK; dan

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretar s Kampur g
mempunyai tugas :

¢. Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;

t. Melakukan verifikasi terhadap RAK Kampung ; dan

¢. M:lakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan penyeluaran A °B
kampung.

Pasal 12

Kaur dan Kasi sebgaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (b) bertugas
scbazaimana pelaksana kegiaran anggaran.

Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
a Kaur Umum dan Perencanaan; dan
b Kaur Keuangan.

Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas -
a. Kasi Pemerintahan;
b. Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan.
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Kzur dan Kasi sebagaimanz dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. Melalukan tindakan yang mengakibatkan pengeliaran ata: beban
anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;

b. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuaj bidang rugas; ya;

€. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tuganys;

d. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuaj bidang tugasr ya;

€. Menandatangani perjanjian kerjasama dengan penyedia atas peigadaan
barang/jasa untuk kegiztan yang berada dalam bidang tugasnya: dan

f.  Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidar g tugasnya untuk
pertanggungjawaban pelaksanaan APB Kampung

Pembagian tugas Kaur dan Kasi sebagai pelaksuna kegiatan anggaran
sefagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan bidarg tugas
masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Kampung.

Pasal 13
Pasal 6 ayat (4) dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan Legiatan
pengadaan barang / Jasa yang karena sifat dan Jenisnya tidal- dapat

dilakukan sendiri.

Tim sebgaimana dimaksud pada ayat (1) berasal darj unsur pe-angkat
Kampung, lembaga kemasyarakatan, yang terdiri atas :

a. Ketua;
0. Sekretaris; dan
¢. Anggota.

Perz ngkat Kampung sebagiamana dimaksud pada avat (2, yaitu pelaksana
kewilayahan.

Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan paca saat
pernyusunan RKP Kampung. :

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkin melalui kep itusan
Kepzla Kampung.

Pasal 14

Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huuf c
melaksanakan fungsi kebendaharaan.

Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memrunyai tugsas :

a Menyusun RAK Kampung; dan

b Melakukan penatausahaan yang meliputi menerinia menyimpan,
menyetor/ membayar, menatausahakan dan mempertiinggunjawabkan
penerimaan  pendapatan Kampung dan Pengeluaran dalam rangka
p:laksanaan APR Kampung.

Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki I'omor
Pokok Wajib Pajak pemerintah Kampung



-39

BAB VI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPJUNG
Bagian Kesatu
Pendapatan

Pasal 15

APB Kampung terdiri dari :
4. Pendapatan Kampung;
b. Belanja Kampung; dan
¢. Pembiayaan Kampung.

Pendapatan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lwuruf a
diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek penda jatan.

Belanja  Kampung sebageimana dimaksud pada ayat (1) huaruf b
dikasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek
belanja, dan rincian objek belanja.

Perabiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ diklasifikasikan
me qurut kelompok, jenis dan objek pembiayaan.

Pasal 16

Pencdapetan Kampung, Belanja Kampung, dan Pembiayaan Kar 1pung dib: ri kode
rekening:.

1)

Pasal 17

Pendapatan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (°) huruf
a, yaitu semua penerimaan Kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang
menjadi hak Kampung dan t:dak perlu dikembalikan oleh kKampung;

Pendapatan Kampung sebagaimana dimaksud ada ayat (1), terd ri atas
kelompok :
1. Pendapatan asli Kampung;
9. Transfer; dan
Pendapatan lain.
Pasal 18

aelompok pendapatan asli Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayai (2) huruf a, terdiri atas jenis :

a. Adasil usaha;

b. Hasil aset;

¢. Swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan

d. Pendapatan asli Kampung lain.

Has 1 usaha Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (.) huruf a antara
lain bagi hasil BUM Kampung.

Has | aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b aatara lain, tanah
kas Kampung, tambatan perahu, pasar Kampung, terapat pemandian
umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewer angan
bercasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Kampung.
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Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimnaksud pida ayat
(1) huruf ¢ adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan ma yarakat
Kampung.

Pendapatan asli K ampung lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
anrara lain hasil pungutan Kampung.

Pasal 19

Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Furub b,

terdiri atas jenis :

4. Dana Kampung;

b. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daer«h kabupaten kota;

c. Alokasi Dana Kampung;

d. Bantuan keuangan dari Anggaran Belanja Daerah Provinsi; dan

¢. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Kabupaten /kota.

Baritaun keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Dazrah Provinsi dan
Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayet (1) hurui' d dan
huruf e dapat bersifat umum dan khusus.

Bar tuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada :yat (2)
dikelola dalam APB Kampung tetapi tidak diterapkan Jalam kei=ntuan
Jenggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) can paling banyak
30% (tiga puluh per seratus).

Pasal 20

lompox pendapatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2] hurub
terdiri atas jenis :
Penerimaan dari hasil kerja sama Kampung,
Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi d: Kam ung;
Penerimaan dari hibah dan sumbangan pihak ketiga;
Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yangy mengakibatkan
penerimaan di kas Kampung pada tahun anggaran berjalan;
Bunga bank; dan
Pendapatan lain Kampung yang sah.

Bagian Kedua
Belanja

Pasal 21

Belanja Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b,
yaitil semua pengeluaran yang merupakan kewsajiban Kampung dezlam 1
(satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya k:mbali
oleh Kampung.

Eelaaja Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk
mendanai penyelenggaraan kewenangan Kampung.
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Pasal 22

Kle sifikasi belanja Kampung terdiri atas bidang :

a. Penyelenggaraan pemerintahan Kampung;

b. Pelaksanaan pembangunan Kampung;

¢. Pembinaan kemasyarakztan Kampung;

d. Pemberdayaan masyarakat Kampung; dan

€. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan rendesak Kampiing.

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pade ayat (1) huruf a, sampai
derigan huruf d dibagi dalam sub bidang dan kegiaten sesuai dengan
kebutuhan Kampung yang telah dituangkan dalam RKP Kampung.

Klasifikasi belanja sebagairnana dimaksud pada ayat () huruf e dibagi
dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Kampung untuk
peranggulangan bencana keadaan darurat dan mendesek yang tesjadi di
Kampung.

Pasal 23

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a

dibagi dalam sub bidang :

4. Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangarn dan ope-asional
pemerintahan Kampung;

b. Sarana dan prasarana pemerintahan Kampung;

¢.  Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik ian kearsijan;

d. Tata praja pemerintahan. perencanaan, keuangan, dan pelaporan dan

¢. Pertanahan.

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) “uruf b
dibagi dalam sub bidang :

a. pendidikan;

b. kesehatan;

" pekerjaan umum dan penataan ruang;

1. kawasan permukiman;

®. kehutanan dan lingkungan hidup;

. perhubungan, komunikasi dan informatika;

3. cnergi dan sumber daya mineral; dan

1. pariwisata.

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) wuruf c
dibagi dalam sub bidang :

4. Ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat

2. kebudayaan dan keagamaan:

c. kepemudaan dan olahraga; dan

d. xelembagaan masyarakat.

Alasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2C ayat (1) huruf d
dibagi dalam sub bidang :

4. Kelautan dan perikanan;

h. Zertanian dan peternakan:

¢.  Zeningkatan kapasitar aparatur Kampung;

d.  “emberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;

¢. Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;

i. Jukungan penanaman modal; dan

. “erdagangan dan perindustrian.
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Kie sifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e
dibagi dalam sub bidang :

a. Penanggulangan bencana;

b. Keadaan darurat; dan

c. Keadaan mendesak.

Pasal 24

Su> bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 1) sampai dengan
avet (4) dibagi dalam kegiatan.

Da tar kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mer ggunakan bahasa
Indonesia dan dapat disesuaikan dengan bahase dae-ah dengen kode
rekening yang sama.

Peraerintah Daerah dapat menambahkan kegiatan yang tidak terzantum
dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan kode
90 sampai dengan 99.

Perierintah Daerah dapat menambahkan kegiatan penerimaan lain Kepala
Kampung dan perangkat Kampung dengan kode rekening )0 sampai dengan
99 yang anggarannya dialokasikan dari hasil pengelolaan tanah lLengkok
atau sebutan lain dan/atau bantuan khusus pada sub bicdlang sebagaimana
dimaksud pada pasal 21 ayat (1) huruf a.

Perambahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ditcrapkan
dalam ketentuan penggunaan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus)
sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangai.

Pasal 25

Jenis Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), terdiri atas

.
H

d

:‘L

Eelanja pegawai;
Eelanja barang/jasa;
Bela:ja modal; dan
Belanja tak terduga.

Pasal 26

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a,
dianggarkan untuk pengelusran pengahasilan tetap, tunjaigan, penerimaan
lain, dan pembayaran jamiran sosial bagi kepala Kampu1g dan perangkat
Karipung, serta tunjangan BPD.

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkar dalam
bidang penyelenggaraan pemerintahan Kampung.

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayit (1) pelaksanaannya
dibayarkan setiap bulan.

Penibayaran jaminan sosial sebagaimana dimaksud padi ayat (1) sesuai
lengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan <emampusn APB
Karipung.
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Pasal 27

Belanja brang/jasa sebagaiman dimaksud dala Pasal 23 huruf b di;unakan
untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai maifaatnya
Kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Be anja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada avat (1) digunaka 1 antara
a1l :

Operasional pemerintah Kampung;

Pemeliharaan sarana da1 prasarana Kampung;

Kegiatan sosialisasi/rapat / pelatihan /bimbingan teknis;

Operasional BPD;

€. Intensif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan

f. Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

P

oo

Intznsif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana diriaksud peda ayat
(2} huruf e yaitu bantuan uang untuk membantu p:laksanaan tugas
pelayanan pemerintahan, perancanaan pembangunan, ketentraman dan
ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Kampung.

Peraberian barang pada masyarakat/kelompok masyar: kat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan untuk menur jang pelalisanaan
kegiatan Kampung.

Pasal 28

Belanja, modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, dig anakan
untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaainya lebih dari 12
(dua belas) bulan dan menambah aset.

Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakar untuk
kegiatan penyelenggaraan kewenangan Kampung.

Pasal 29

Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Furuf d
merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggt langan
bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal

Karipung.

Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, k=adaan

darurat, dan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud p: da ayat (1) paling

sedikit memenuhi kreteria sebagai berikut :

4. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kam sung
ian tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

5. ddak diharapkan terjadi berulang; dan

¢. oerada di luar kendali pemerintah Kampung.

Keg atan sub bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimakst 4 pada
ayal (1) merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencar a alam
dan bencana sosial.
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Kegiatan sub bidang keadaan darurat sebagaimana dima <sud pada ayat (1)
merupakan upaya penanggulangan keadaan daruraf karena adanya
kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarina dan
prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya
pelayanan dasar masyarakat.

Kegiatan sub bidang keadaan mendesak merupakan 1 paya pemenuhan
kebutuhan primer dan pelavanan dasar masyarakat miskin yang meigalami
keclaruratan.

Ketentuan lebih lanjut belanja kegiatan pada sub bidang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan 3upati m:ngenai
per.gelolaan keuangan Kampung.

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati/Wali kota sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat :

a. Kriteria bencana alam dan bencana sosial;

b. Krieria kegiatan yang dapat dibiayai untuk penanggulangan bencana
alam dan bencana sosial;

c. Kriteria keadaan darurat;

d. Kriteria sarana dan prasarana pelayanan dasar untuk niasyarakai;

. Kriteria keadaan mendesak:

' Kriteria masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan; dan

3. Tata cara penggunaan anggaran.

Bagian Ketiga
Pembiayaan

Pasal 30

Perrbiayaan Kampung sebagaimana dimaksud dala Pasal 13 ayat (1) waruf ¢
merupakan semua penerimaan vang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Kampung sebagaimana dimaksud pada aya: (1) terdiri atas
kelompok :

¢. Penerimaan pembiayaan; dan

b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 31

Peneriman pembiayaan sebegaimana dimaksud dalam Pisal 28 ayat (2)

Furuf a, meliputi :

a. SILPA tahun sebelumnya;

b. Pencairan dana cadangan. dan

¢. Hasil penjualan kekayaan Kampung yang dipisahkan kecuali tanah dan
bangunan.

SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit relipui
pelampauan penerimaan pendapatan belanja, penghematan belanja, dan
sisa dana kegiatan vang belum selesai atau lanjutan.
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Peacairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pade ayat (1) huruf b
digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangal yang
selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pemnbiayaan dalam APB
Kampung.

Hasil penjualan kekayaan Kampung yang dipisahlzan seba:jaimana
diraaksud pada ayat (1) huruf ¢ dicatat dalam penerimaar pembiaye an hasil
penjualan kekayaan Kampung yang dipisahkan.

Pasal 32

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat () huruf

T

A

1

4

(3]

>, terdiri atas

Pembentukan dana cadangan; dan
Penvertaan modal.
Pasal 33

Perabentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalem Pasal 2) huruf
a, dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penvediacn dananya tidak
dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggarar .

Peribentukan dana cadargan sebagaimana dimaksuc pada ayat (1)
ditetapkan dengan peraturan Kampung.

Peraturan Kampung sebageimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit
memuat :

a. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;

b. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cad angan;

. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan harus dia a1ggarkan;

d. Sumber dana cadangan; dan

>. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas
sencrimaan Kampung, kecuali dari penerimaan vang penggunaanny a telah
ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pengzganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun aklir masa “abatan
Kepala Kampung.

Pasal 34

Penvertaan modal sebagaimana dimaksud dala Pasal 30 huruf b, antara lain
digtnakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Kampun;; yang
diinvestasikan dalam BUM Kampung untuk meningkatkan pendapatan
Kampung atau pelayanan kepada masyarakat.

Pelayanan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1, meripakan ke ;ayaan
hamr pung yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengelu.iran pemtiayaan
dalam APB Kampung.

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalim bentuk tanah
kas Kampung dan bangunan tidak dapat dijual.

Penyertaan modal pada BUM Kampung melalui proses analisis kelayakan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Tata cara penyertaan modal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati
meagenai pengelolaan keuangan Kampung.

Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sedikitnya raemuat
ketentuan :

2. Indikator penyertaan modal yang dapat disertakar; dan

b. Indikator analisa kelayakan penyertaan modal.

BAB VII
PENGELOLAAN
Pasal 35
Pengelolaan keuangan Kampung meliputi :
perencanaan;
pelaksanaan;
penatausahaan;
pelaporan; dan
pertanggungjawaban.

“.
b.
&
d
e

(3)

Pasal 36

Pengelolaan keuangan Kampung sebagaimana dimeksud dalam P:zsal 33
dila.<ukan dengan Basis Kas.

Bas's Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupikan pencatatan
(ransaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan deei rekenirg kas
Kamr pung.

Pengelolaan keuangan Kamoung dapat dilakukan dengan menggunakan
sistemn informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri.

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 37

Perencanaan pengelolaan keuangan Kampung merupakan perencanaan
penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Kampung pada tahun anggaran
terkenaan yang dianggarkan dalam APB Kampung.

Sekretaris  Kampung mengxoordinasikan penyusunan rancangar APB
kampung bedasarkan RKP Kampung tahun berkenaar dan peloman
Fenyusunan APB Kampung yang diatur dengan Peraturzn Bupati setiap
tahun.

Materi muatan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksul pada ayat (2)
palir.g sedikit memuat :

a. Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten deagan
kewenangan Kampung dan RKP Kampung;

Frinsip penyusunan APB Kampung;

kebijakan penyusunan APB Kampung;

Teknis penyusunan APB Kampung; dan

Hal khusus lainnya.

°no g

Rancangan APB Kampung vang telah disusun meiupakan bahan
penyusunan rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung.
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Pasal 38

Sekretaris Kampung menyampaikan Rancangan Peraturan K umpung
tentang APB Kampung kepada Kepala Kampung.

Rancangan Peraturan Kampung tentang APB kampung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Kampung k:pada BPI! untuk
dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.

Rancangan Peraturan Karmpung tentang APB Kampung sebagaimana
diraksud pada avat (2) disepakati bersama paling lambat bulan )Dktober
tahun berjalan.

Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan {ampung entang
APB Kampung yang disampaikan Kepala Kampung, Pemszrintah Kampung
harya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dergan peng:luaran
perasional penyelenggaraan pemerintahan Kampung dengan menggunakan

pagu tahun sebelumnya.

Kepala Kampung menetapkan Peraturan Kepala Kampuig sebagai dasar
peleksanaan kegiatan sebagzimana dimaksud pada avat (4).

Pasal 39

Atas dasar kesepakatan bersama Kepala Kampung dan BPD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3), Kepala Kampung menyiapkan Rancangan
’eraturan Kepala Kampung mengenai penjabaran APB Karr pung.

Sekretaris Kampung mengkoordinasikan enyusunan Rancangan Pe-aturan
Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 40

Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung sebagiimana
dimaksud dalam Pasal 36 zyat (3) disampaikan Kepala Kampung kepada
Kepala Distrik paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

Kepala Distrik melakukan evaluasi berpedoman dengan randuan Evaluasi
Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung.

Penvampaian Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung
sebegaimana dimaksud pada ayat (1) dlengkapi dengan dokumen paling
sedikit meliputi :
urat pengantar;
b. Rancangan peraturan Kepala Kampung mengenai penjabaran APB
Kampung;
Peraturan Kampung mengenai RKP Kampung;
Peraturan Kampung mengenai pembentukan dana cadangarn, jika
tersedia;
¢. Peraturan Kampung mengenai penyertaan modal, jika tersedia; da:
f Berita acara hasil musyawarah BPD.
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Pasal 41

Kepala Distrik dapat mengundang Kepala Kampung dan/atau Aparat
Kampung terkait dalam pelaksanaan evaluasi.

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cituangkar dalam
Keputusan Kepala Distrik dan disampaikan kepada Kepali Kampung paling
lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diteriinanya rarcangan
dimaksud.

Dalam hal Kepala Distrik tidak memberikan hasil evaliasi dalarn batas
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan peraturan K.mpung
dimaksud berlaku dengan sendirinya.

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai
dergan ketentuan peraturan perundang-undangan yeng lebih tinggi,
kepentingan umum, dan RKP Kampung, selanjuinya Kepala Kimpung
menetapkan menjadi Peraturan Kampung.

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak: sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yeng lebih tinggi,
kepentingan umum, dan RKP Kampung, Kepala Kampung bersaria BPD
melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja te rhitung
sejek diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 42

Apebila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasa 39 ayat (5) tidak
ditiadaklanjuti oleh Kepala Kampung dan Kepala Kampung tetap
menetapkan Rancangan Peraturan Kampung tentang APB {ampung nenjadi
Peraturan Kampung dan Rancangan Peraturan Kepala Kampung rentang
Penjabaran APB Kampung menjadi Peraturan Kepala Kampung, Kepala
Ditrik dapat membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Kepala
Dis rik.

Kerala Kampung memberhentikan pelaksanaan Peratur:n Kampung dan
Peraturan Kepala Kampung paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah
pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan seclanjutnya Kepala
Karipung bersama BPD mencabut Peraturan Kampunz dan Peraturan
Kerala Kampung.

Dalam  hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala
Karipung hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional
penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dengan menggur akan pagt. tahun
sebzlumnya sampai penyempurnaan Rancangan Per:turan Kampung
tentang APB Kampung disampaikan dan mendapat pe rsetuyjuan Kepala
Dis rik.

Pasal 43

Rarcangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung yar g telah dievaluasi
ditetapkan oleh Kepala Kampung menjadi Peraturan Kampung tentang APB
Karipung.

Peraturan Kampung tentang APB Kampung sebagaiman:a dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun ar ggaran
seb:lumnya.
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sepala Kampung menetapkan Rancangan Peraturan <Xepala Kempung
tentang penjabaran APB Kampung sebagai peraturan pelaksara dari
Peraturan Kampung tentang APB Kampung.

Kepala Kampung menyampaikan Peraturan Kampung tent: ng APB Kampung
dar. Peraturan Kepala Kampung tentang penjabaran APB Kampung kepada
Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan

Pasal 44

Kepala Kampung menyampaikan informasi mengenai APB Kampung kepada
masyarakat melalui media informasi.

‘nicrmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedilit memua :

1. APB Kampung;

. Pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakin kegiata 1; dan
. Alamat pengaduan.

Pasal 45

Pemmerintah Kampung dapat melakukan perubahan APB <ampung apabila

Terjadi :

a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kampur.g pada
tahun anggaran berjalan;

0. Sisa penghematan belanja dan sisa lebih diperhitur gan pemliayaan
-ahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berk« ‘naan,;

. feadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang,
antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan

«. <eadaan yang menyebabxan SiLPA tahun sebelumnya harus diginakan
dalam tahun anggaran berjalan.

Perubahan APB Kampung hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam | (satu)
tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

Kriteria keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dalem Peraturan Bupati mengenai Pengelolaan Keuangan K ampung.

Perubahan APB Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan
dengan peraturan Kampung mengenai perubahan APB Ka npung da1 tetap
mempedomi RKP Kampung.

Pasal 46

Pemerintah Kampung dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan
Kepala Kampung tentang perubahan penjabaran APB Kampung s:belum
Rancangan Peraturan Karnpung tentang Perubahan APB Kampung
citetapkan.

Peraturan Kepala Kampung tentang perubahan penjabaran APB Kampung

sebe gaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apab la terjadi :

4. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kampung tahun
anggaran berjalari;

b. Keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran ai tar
objek belanja; dan

¢. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya d an menyetabkan
SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.
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Kepala Kampung memberitahukan kepada BPD mer genai penetapan
Peraturan Kepala Kampung tentang perubahan penjabaran APB Kempung
dar. selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalu: Kep:la Distrik dengan
surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Kampung :entang
perabahan penjabaran APB Kampung.

Pasal 47

“ituan mengenai penyusunan Peraturan Kampung menger ai APB Kampung

sebazairnana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal }7 berlakt secara
mutatis mutandis terhadap oenyusunan Peraturan Kampung me:ngenai
perubahan APB Kampung.

{3

)

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 48

Pelaksanaan pengelolaa keuangan Kampung merupakan penerimaan dan
pengeluaran Kampung yang dilaksanakan melalui rekening kas Kampung
pada bank yang ditunjuk Bupati.

Rekening kas Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh
Pernerintah Kampung dengan spesimen tanda tangan Kepila Kampt ng dan
Kavr Keuangan.

Karipung yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilavahnya,
rekening kas Kampung dibuka di wilayah terdekat yang dibu:t oleh
Pemmerintah Kampung dengan spesimen tanda tangar. Kepala Kampt ng dan
Kaur Keuangan.

Pasal 49

Nomor rekening kas Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48
dilaporkan Kepala Kampung kepada Bupati.

Supati melaporkan daftar nomor rekening kas Kampung tepada Gubernur
dengan tembusan Menteri melalui Direktur Jenderal Biia Pemeriatahan

Desa.

-aporan  sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) digunakan untuk

pengzendalian penyaluran dana transfer.

Kaur Keuangan dapat meny:mpan uang tunai pada jumlaa tertuntu untuk

meraenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Kampung.

Jumlah uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) d tetapkan :ebesar
Rp. 5.000.000,- (lima Juta Rupiah)..
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Pasal 50

Kerala Kampung menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana }egiatan ai ggaran
sesual tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) tari kerja setelah
Peraturan Kampung tentang APB Kampung dan Peraruran Kepala Kempung
‘entang Penjabaran APB Kampung ditetapkan.

DP/A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
4. Rencana Kegiatan dan Anggaran Kampung;
). Rencana Kerja Kegiatan Kampung; dan

Rencana Anggaran Biaya.

Rencana Kegiatan dan Anggaran Kampung sebagaimana dimaksu| pada
aval (2) huruf a merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakai, dan
‘encana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggakan.

Rencana Kerja Kegiatan Kampung sebagaimana dirmaksud pada ayat (2)
huruf b merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan ke ziatan
pelaksanaan kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan

2

Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) haruf c
mernci satuan harga untuk setiap kegiatan.

hau- dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkar rancangsn DPA
kepada Kepala Kampung melalui Sekretaris Kampung paling lama 6 (enam)
hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada eyat (1).

Pasal 51

wekretaris Kampung melaku<an verifikasi rancangan DPA paling lama 15
llime. belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rar cangan D A.

kepela Kampung menyetuju. rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh
Sekretaris Kampung.

Pasal 52

Dalam hal terjadi perubahan Peraturan Kampung tentany: APB Kampung
dan/atau perubahan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran APB
kampung yang menyebabkan terjadinya perubahan anggaran dan/atau
terjadi perubahan kegiatan, Kepala Kampung menugaskar Kaur dar Kasi
pelaksanaan kegiatan anggaran untuk menyusun rancengan Dolumen
Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA).

CPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a Kencana Kegiatan dan Anggaran Kampung Perubahan; dan
b Rencana Anggaran Biaya Perbahan.

Kaur dan Kasi pelaksana kegatan anggaran menyeral kan rancangan DPPA
kepada Kepala Kampung melalui Sekretaris Kampung paling lama 6 (¢nam)
hari <erja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada a/at (1).

Sckretaris Kampung melakukan verifikasi rancangan DPPA paling laria 15
(lma belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan DPPA.
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Kepala Kampung menyeujui rancangan DPPA yang telahh diverifiki:si oleh
Sekretaris Kampung.

Pasal 53

Kaur Keuangan menyusunan Rancangan Rencans Anggaran Ka: (RAK)
Karapung berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Kampung.

Rarcangan RAK Kampung sebagaimana dimalksud pada avat (1)
lisampaikan kepada Kepala Kampung melalui Sekret::ris K ampung.

Sekretaris Kampung melakukan verifikasi terhadap rancangar. RAK
Kampung yang diajukan Kaur Keuangan.

{epala Kampung menyetujui rancangan RAK Kamping yang telah
diverifikasi Sekretaris Kampung.

Pasal 54

RAK Karipung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 memual arus kas masuk
Gan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas
untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disaakan oleh Kepala
hampun.

{2}

(@]

Pasal 55

Arus kas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 memuat semua
pendapatan Kampung yang berasal dari Pendapatan Asli Kampung, transfer
dan pendapatan lain.

Setiap pendapatan sebagaimana dimaksud pada avat (1) didukunz oleh
buki yang lengkap dan sah.

Pasal 56

Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 memuat semua
pengeluaran belanja belanja atas beban APB Kampung.

Setiep pengeluaran sebagaimana dimaksud pada aya! (1) cidukung dengan
bukti yang lengkap dan sah.

Eukii sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan <epala
Kampung dan Kepala Kampung bertanggungjawab atas kebenaran material
vang timbul dari penggunaan bukti tersebut.

Kaur dan Kasi pelaksanaan kegiatan anggaran bertariggunzjawab ter nadap
tindekan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Raur dan Kasi pelaksanazn kegiatan anggaran meng;gunakan buku
pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran ar ggaran kegiatan
sesual dengan tugasnya.
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Pasal 57

Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah cisetujui
Kepala Kampung.

Pelaksanaan kegiatan sebzgaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diut:makan
melalui swakelola.

Pengadaan melalui  swakelola sebagaimana dimaksud pada avat (3)
dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan mat srial/bahan dari
wileyah setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi
masyarakatn untuk memperluas kesempatan keria dan pemberdayaan
masyarakat setempat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan melalui
swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh
penyedia barangjasa yang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai mengenai tata cara pela<sanaan kegiatan
rengadaan barang/jasa di Kampung sebagaimana dimaksud pada :ayat (2)
liatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan pertndang-
indangan mengenai pengadaan barang/jasa di Kampung.

Pasal 58

Raur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan 3PP dalam setiap
veleksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum
dalem DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari vy ang terterz dalam
DPA.

Penzajuan SPP wajib menvertakan laporan perkemban jan pelaksanaan
kegiatan dan anggaran.

Pasal 59

Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan S£PP sebagiimana
dimaksud dalam Pasal 58 untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara
swagelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja.

Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum iilakukan dalam
waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Kaur dan Kasi pelaksanaan k:giatan
anggaran wajib mengembalikan dana yang sudah diterina kepad:. Kaur
Keuangan untuk disimpan dalam kas Kampung.

Kaur Keuangan mencatat pengeluaran anggaran scbaga mana diriaksud
pada ayat (1) ke dalam buku kas umum dan buku pembant a panjar.

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran  menyam daikan
pertanggungjawaban pencairan anggaran sebagaimana dim aksud paca ayat
(1) berupa bukti transaksi pembayaran pengadaan barang/jasa kepada
Sekretaris Kampung.
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Sekretaris Kampung memeriksa kesesuaian bukti transaksi pemliayaran
dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaik:n oleh
Raur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran.

Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barar.g/jasa let ih kecil
dar jumlah uang yang diterima, Kaur dan Kasi pelaksana legiatan ar ggaran
mengembalikan sisa uang ke kas Kampung.

Pasal 60

Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui
penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/ jasa diteriina.

Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengar. :
4. Pernyataan tanggung jawab belanja; dan
. Bukti penerimaan barang/jasa di tempat.

Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

sekretaris Kampung berkewzjiban untuk :

4. Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diijukan ole1 Kaur
ian Kasi pelaksana kegiatan anggaran;

0. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban AFB Kampung yang
lercantum dalam permintaan pembayaran;

. Menguji ketersediaan dara untuk kegiatan dimaksud; dan

4. Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur da Kasi
oelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyarate n yang
litetapkan.

Kepala Kampung menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil
veriikator yang dilakukan oleh Sekretaris Kampung.

Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai den Jan besaresn yang
‘ertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Kamoung.

Pasal 61

haur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan lapora 1 akhir
realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepada Kampung paling
lambat 7 (tujuh) hari sejak selurun kegiatan selesai.

Pasal 62

Kaur dan/atau Kasi peleksana kegiatan anggeran menyusur. RAB
pelaksanaan dari anggaran belanja tak terduga yang diusulkan kepada
Kepala Kampung melalui Sekretaris Kampung.

Sekretaris Kampung melakukan verifikasi terhadap RAB yang ditsulkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Kepala Kampung melalui Surat Keputusan Kepala Kamung menyetujui
RAE pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak terduga sesuai lengan
veriiikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Kampung.

kepala Kampung melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga
kkepada Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Kepala Kampung
ditezapkan.
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Pasal 63

Set:ap pengeluaran kas Kampung yang menyebabkan beban atas arggaran
Belanja Kampung dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan mengenai perpajakan yang berlaku.

Raiur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan Femotongait pajak
‘erkadap pengeluaran kas Kampung sebagaimana dimaksui pada ayet (1).

errotongan  pajak sebagsimana dimaksud pada ayat (2) raeliputi
engeluaran kas Kampung atas beban belanja pegawai, darang/jasa, dan
noclal.

Raur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang
dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Arus kas masuk dan arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dari
mekanisime pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30
dianggarkan dalam APB Kampung.

(41
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Pasal 65

Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumn/a sebaguimana

dimaksud dalam Pasal 29 hu~uf a digunakan untuk :

¢. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapiatan lebih kecil
claripada realisasi belanja. dan

b. Mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

SILPA yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran sebagaimana
cimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perhitungan perkiraan
penerimaan dari pelampauan pendapatan dan/atau pengiematan l.elanja
tahtn sebelumnya yang digunakan untuk membiayai legiatan-kegiatan
vang; telah ditetapkan dalam APB Kampung tahun anggaran berkenaai-.

SiLPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang be um seleszi atau
lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mertpakan
rerhitungan riil dari anggaran dan kegiatan yang harus diselesaikarn pada
tahun anggaran berikutnya.

kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan kembali
rancangan DPA untuk disetujui Kepala Kampung menj:di DPAL untuk
mendanai kegiatan vang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimr aksud
pada ayat (1) huruf b.

Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran dalam meng:djukan
rancangan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih cahulu
menvampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiat:n dan anggaran
kepada Kepala Kampung paling lambat pertengahan bulan Desember tahun
anggaran berjalan.

Sekreataris Kampung menguji kesesuaian jumlah anggaran can sisa keziatan
vang akan disahkan dalam DPAL.
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DPAL yang telah disetujui menjadi dasar penyelesaian kegiatan yang belum
selesal atau lanjutan pada tzhun anggaran berikutnya.

Pasal 66

Pencairan dana cadangan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 29 aruf b
dan pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
huruf a dicatatkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pencatatan pencairan dana cadangan sebagaimana cimaksud pada ayat (1)
merupakan penyisihan anggaran dana cadangan dalam rekening kas
Kampung,

Pembentukan Dana Cadangan sebagaumana dimaksud pada avat (1)
lilarang digunakan untuk membiayai program dan kegiata lain diluar yang
elah ditetapkan dalam Peraturan Kampung mengenai dans cadangan

Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Ke mpung
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan =pabila dana cailangan
‘elan mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiate n.

Dara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarka1 pada
pensrimaan pembiayaan dalam APB Kampung.

Pasal 67

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dicatat
pada pengeluaran pembiayaan.

Hasll keuntungan dari penyertaan modal sebagaimana dim.aksud paca ayat
(1) cimasukan sebagai Pendapatan Asli Daerah.

Bagian Ketiga
Penatausahaan

Pasal 68

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuargan sebagai pel:ksana
fungsi kebendaharaan.

Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dlakukan clengan
mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku }as umum,

Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditutup setiap akhir bulan.

Pasal 69

haur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas unwum yang terdiri
d@tas:

@. Buku pembantu bank;

B> Buku pembantu pajak; dan

¢. Buku pembantu panjar.
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Bulku pembantu bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) buruf a
merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melelui reken ng kas
Karnpung.

Bultu pembantu pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran
pajak.

Buku pembantu panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lwuruf c
merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban u: \ng panjar.

Pasal 70

Penerimaan Kampung disetor ke rekening kas Kampung dengan cara :

A

{3)

(D]

disetorkan langsung ke bark oleh Pemerintah, Pemerintah Provirsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kartor pos

oleh pihak ketiga; dan
disetor oleh Kaur Keuangan untuk penerimaan yang dip:roleh dar pihak
ketiga.

Pasal 71

Penigeluaran atas beban APB Kampung dilakukan terdasarkan RAK
Karapung yang telah disetujui oleh Kepala Kampung.

Pengeluaran atas beban APB Kampung untuk kegiatan yang dilakukan
secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepaca Kaur di:n Kasi
peleksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yaag diajuken serta
disetujui oleh Kepala Kampung.

Pengeluaran atas beban APB Kampung untuk kegiatan yang dilakukan
melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung
<epada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan olch Kasi pe.aksana
<eg atan anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Kampun 3.

Pengeluaran atas beban APB Kampung untuk belanja p:gawai dilikukan
secara langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Ke pala Kamypung.

Pengeluaran atas beban APB Kampung sebagaimana dimr aksud pacla ayat
'2), ayat (3) dan avat (4) dibuktikan dengan Kkuitansi pengeluar:n dan
KLuitansi penerimaan.

Kuizansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani
olek Kaur Keuangan.

Aullansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada zyat (5) ditandatangani
olel penerima dana.

Pasal 72
Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan sebagcimana dirnaksud

dalem Pasal 67 ayat (3) dilaporkan oleh Kaur Keuangan liepada Selretaris
Kampung paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutaya.
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Sekretaris Kampung melakukan verifikasi, evaluasi dan anilisis atas ‘aporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Sekretaris Kampung melaporkan hasil verifikasi, evaltasi dan analisis
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Kampung
untuk disetujui.

Bagian Keempat
Pelaporan

Pasal 73

Kepala Kampung menyampaikan laporan pelaksanaan APB Kampung
serrester pertama kepada Bupati melalui Kepala Distrik.

-aporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a.  Laporan pelaksanaan APB Kampung; dan
D. Laporan realisasi kegiatan.

(3] Kepala Kampung menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada syat (2)

denzan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksucl dalam
Pasal 60 paling lambat minggu kedua Bulan Juli tahun bejelan.

Pasal 74

Bupati rienyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Kampung kepada
Menteri melalui Direktur Bina Pemerintahan Kampung paling lambat ninggu
xedua Bulan Agustus tahun berjalan.

Bagian Kelima
Pertanggungjawaban

Pasal 75

Kepala Kampung menyampaikan laporan pertanggungjawa jan realiszsi APB
Kampung .kepada Bupati melalui Kepala Distrik setiap akhir tahun
anggaran.

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun ar zgaran
berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung.

Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada aya! (2) disertai denzan :
a. laporan keuangan, terdir atas :
1) Laporan realisasi APB Kampung; dan
2) Catatan atas laporan keuangan.
b. Laporan realisasi kegiatari; dan
¢. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainny:. yang
masuk ke Kampung.
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Pasal 76
Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pssal 74

merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemeritahan Kempung
akhir tahun anggaran.

Bupati menyampaikan laporan konsolidasi realisasi felaksanaan APB
Rampung kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Biza Pemeriatahan
{ampung paling lambat minggu kedua Bulan April tahun b:rjalan.

Pasal 77

i1 Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal '3 diinformasikan

kepada masyarakat melalui madia informasi.

nformasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
4. _aporan realisasi APB Kampung;
b. _aporan realisasi kegiatan;
¢. <Legiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
d. Sisa anggaran; dan
¢. Alamat pengaduan.

BAB VIII
MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN
Bagian Pertama
Alokasi Dana Desa

Pasal 78

Alokasi Dana Desa dianggarkan pada APBD Kabupaten melalui Bada
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

ham pung membuka rekening pada Bank yang ditetapkan oleh Pem:rintah
Daerah yaitu Bank Papua.

hepala Kampung mengajuken permohonan pencairan Alckasi Dan: Desa
kepada Bupati ceque Kepala DPMK setelah dilakukan verifikasi olch Tim
Pendamping Distrik.

hepala DPMK meneruskan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada
eyat (3), berikut lampiran keoada Kepala Badan Pengelolazn Keuang:n dan
Aset Daerah.

t.epala BPKAD menyalurkan Alokasi Dana Desa langsung dari Rekening Kas
Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Kampung (RKK).

Mekanisme Pencairan Alokasi Dana Desa dalam APBK cilakukan secara
bertahap (per triwulan).

Fencairan Alokasi Dana Desa tahap pertama dapat dilakukan :etelah
raemenuhi beberapa persyaratan, sebagai berikut:

&. APBK, RKPK, RAB;

b. Rencana Penggunaan Dara; dan

¢. Surat pertanggung Jawaban ADD Tahun Anggaran sebelumnya.
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Untuk pencairan dana tahap berikut, Bendahara terletih dahulu harus
menyampaikan laporan Realisasi dan Dokumen (foto) kegiatan tahap
sebelumnya.

Percairan ADD menggunakan ceque Bank, setelah ditandatangani Kepala
Karapung dan Bendahara Kampung berdasarkar rek>mendasi Kepala
Distrik.

Bagian Kedua
Dana Desa

Pasal 79

Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKUD melalui RKUD

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Avat (1) dilakukan
melalui  pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten/Kota dan
penyaluran Dana Hasil Pemctongan Dana Desa ke RKD

Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten /Kota dan Penyaluran
Dana Hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimani dimakst 4 pada
Avat (2) dilaksanakan berdasarkan sura: Kuasa Pemind:th Bukuat Dana
Desa dari Bupati.

Mekanisme Penyaluran Dana Desa dilakukan dalam 3 (tiza) tahap dengan

ketentuan sebagai berikut:

1. tahap I pada bulan Januari, paling lambat bulan Juni, sebesar 40%
(empat puluh perseratus);

b. tahap Il paling cepat pada bulan Maret dan paling; lambat minggu
keempat bulan Agustus, sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
tahap Il paling cepat pada bulan Juli, sebesar 20% (dua puluh
perseratus).

Penyaluran Dana Desa sebagaimana ayat (2), untuk kampung berstatus

Karipung Mandiri dilakukan dalam 2(dua) tahap, dengan k:tentuan :

1. tahap [ pada bulan Jaruari, paling lambat bulan Juni, sebesir 60%
(enam puluh perseratus);

b. tahap II paling cepat pada bulan Maret dan paling; lambat minggu
keempat bulan Agustus, sebesar 40% (empat puluh perseratus).

Desa Mandiri sebagaimana dimaksud ayat (7), merupakan status de:a hasil
penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kenieterian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,dan Transmigrasi dalam indeks
Desa.
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Pasal 80

Penyaluran Dana Desa termasuk SILPA tahun anggaran sebelumnya dari RKUD
xe RXD, K dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan, seb:gai beriku::

a. Tahap I harus memiliki Peraturan Kampung tentang APBK, RKPK .

b. Tahap II, Melampirkan :

2]

bo

Laporan Realisasi penyerapan dan capaian keluaran I'ana Desa Tahun
Ar ggaran sebelumnya

Lasoran realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa 'l'ahap I
menunjukan rata-rata realisasi penyerapan paling sedi<it 50 perseratus
dan capaian keluaran paling sedikit sebesar 35 persecratus.

. Tahap IIl, melampirkan :
¥

Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dina Desa sampai
dengan tahap ke II menunjukan rata-rata realisasi p:nyerapan paling
sedikit sebesar 90 perseratus dan rata-rata capaian kelua-an menurjukkan
paling sedikit 75 perseratus
Laporan konvergensi/pelaksanaan pencegahan stunting tingkat Kampung
taliun anggaran sebelumnya.

Pasal 81

Pencairan Dana Desa mengguna<an ceque Bank Papua, seteleh ditandatangani
nepala kampung dan Kaur Keuarigan berdasarkan rekomendasi Kepala Distrik.

Bagian Ketiga
Dana Bantuan Pemerintah Provinsi dan Kabupatzn

Pasal 82

Penyaluran Dana Bantuar. dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten
dilakukan dari RKUD Provinsi ke RKUD Kabupaten selanjt tnya ke Rekening
Kas Kampung.

lata Cara Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten
ikan diatur lebih lanjut melalui petunjuk Pemerintah Provinsi niaupun
Kaktupaten.

BAB IX
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA
Bagian Pertama
Alokasi Dana Desa (ADD)

Pasal 83

ADD digunakan untuk membiayai pembayaran penghasilan tetsp dan

‘unjangan Kepala Kampung, Aparat Kampung, serta Tunjangan Badan
Perimusyawaratan Kampung (Bamuskam) dan Honor Tim R:lawanCO"\ID-109.

Disamping kegiatan tersebu: pada ayat (1), ADD juga dipsrgunakar untuk
memnbiayai operasional Pemerintah Kampung dan Bamuskam.
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ADD Juga dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan Jaring Pergaman
Sosial.

vegiatan lain sesuai hasil Musyawarah Kampung.

48

Bagian Kedua
Penggunaan Dana Desa

Pasal 84

Penzgunaan Dana Kampung Tahun 2020 diprioritaskan 2 (dua) bidang
vaita Bidang Pembangunan Kampung dan Penanggulangan Bencana,
Dararat dan Mendesak.

Bidang Pembanguan Kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat
(1} cli atas, diprioritaskan unruk Penanggulangan Kemiskin in sebagaj akibat
Wabah COVID-19, dengan kegiatan :

Padat Karya Tunai Kampung (PKTK)
b. Pencegahan Kekurangan Gizi Kronis (Stunting)

Kegiatan dibidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak
sebzgaimana dimaksud pasal 84 ayat (1) di atas dipr oritaskan untuk
kegiatan :

@. Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19

b. Bantuan Langsung Tunai Kampung ( BLTK)

kegiatan lain sesuai hasil Musyawarah Kampung, yang berkaitan clengan
Pencegahan dan Penanganan COVID-19.

BAB X
PENETAPAN PRIORITAS PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 85

Perioritas  penggunaan Dana Desa dilaksanakan mengikuti te hapan
musyawarah kampung tentang perencanaan pembangunan kampun: yang
menzhasilkan Rencana Kegiatan Pemerintah Kampung (RKFK)

Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling ambat
dilaksanakan pada bulan juni tahun anggaran berjalar:.

Pasal 86

Penetapan perioritas penggunaan Dana Desa disusun dengan mempec omani
perencaaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten.

RKP Kampung sebagaimana dimaksud pasal 90 ayat ., disusun oleh

pemerintah kampungsesuai dengan :

a. Arahan dan penjelasan tentang pagu indikatif zlokas. Kampung dari
FPemerintah Daerah Kabupaten.

b. Program dan atau kergiatan pembangunan kampung yarng dibiayai APBD
Kabupaten , APBD Provinsi dan atau APBN yang akan dialokasil:an ke
Kampung.
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Pasal 87

Penetapan  prioritas penggunaan Dana Desa sesuai lengan prosedur
perencanaan pembangunarn kampung yang dilaksanalkan berdssarkan
kewenangan Kampung.

Kewenangan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat 1, terdiri da=i :
1. Kewenngan kampung berdasarkan hak asal-usul; dan
b Kewenngan lokal berskala Kampung.

Pasal 88

Perioritas penggunaan Dana Desa wajib dibahas can disepakati melalui
musyawarah.

Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud ayat 1, menghasilkan
<escpakatan tentang perioritas penggunaan dana desa yang dituangkan
dalaum berita acara.

3erta acara sebagaimana dimaksud pada ayat 2, menjadi pedoman
“emerintah Kampung dalam menyusun RKP Kampung.

BAB XI
PUBLIKASI DAN PELAPORAN

Bagian kesatu
Publikasi

Pasal 89

Hasil kesepakatan Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksucl pada
pasal 93 wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Kampung di ruang publik
vang dapat diakses oleh masyarakat kampung.

Tate. cara dan sarana Publikasi sebagaimana dimakstd pada ayat 1,

rercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Publikasi prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksu:l pada
ayai 1, dilakukan secara swakelola dan partisipatif.

Dalam hal pemerintah kampung tidak mempublik asikan  prioritas
penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimal:sud pada ayat 1,
Badan Permusyawaratan Kampung (BAMUSKAM) mernberikan sanksi
admrinistratif berupa teguran lisan dan atau sesuai dengan ketentuan
perzturan perundang-undangan.

Bagian kedua
Pelaporan

Pasal 90

hepala Kampung wajib menyampaikan laporan penztapan priotitas
penggunaan Dana Desa kepada Bupati.
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Laporan penetapan prioritas pengunaan dana desa sebajjaiman diraksud
ayat 1, paling sedikit memuat :

a. berita acara hasil kesepakatan prioritas penggunaan dana desa; dan

b. daftar prioritas penggunaan dana desa.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dapat disampaikar dalam
ber tuk dokumen digital menggunakan aplikasi daring be:rbasis elektronik
me alui Sistim Informasi Pembangunan Desa.

Buoati menyampaikan laporan konsolidasi/rekapitulasi p:netapan jrioritas
peniggunaan dana desa disertai soft copy kertas kerja berdasarkan APB
Kampung setiap kampung kepada Meneri c.q. Unit Organisasi yang
menangani bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat De:a.

Kenala Kampung vang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud
pada avat 1, dikenai sarksi administratif sesuai ket:ntuan pcreturan
perundang-undangan.

Pasal 91

Penayusunan laporan sebagaimana dimaksud pada pasal 95, difasilitasi oleh
tenaga pendamping profesional.

Pe syampaian laporan yang dimaksud pada ayat 1, palng lamba: I1(satu)
bulan setelah penetapan prioritas penggunaan dana desa.

Urit organisasi yang menangani bidang pembangunan (an pemberdayaan
masyarakat kampung mengolah dan mengevaluasi liporan penetapan
pr oritas penggunaan dana desa.

BAB XII
PEMBINAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 92

Menteri melakukan pebinaan dan pengawasan yang di<oordinasikan oleh
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Kampung dan Inspektur Jenderal
Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pembinaan dan per.gawasan
techadap pemberian dan penyaluran Dana Kampung, Alokasi Dana
Kampung, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kajupaten,
dan bantuan keuangan kepada Kampung.

Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan pergelolan keuangan
Kampung yang dikoordinasikan dengan APIP Daerah.

Kepala Distrik  berkewajiban melakukan Pembinaan, pemantaian dan
evaluasi Pelaksanan kegiatan penggunaan dana desa pada setiap kampung
di wilayahnya masing-masing.

Pembinaan, pemantauan, dan evluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3
dan 4 diatas dibantu oleh tenaga Pedamping profesional.
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Hasil pembinaan dan pemantauanserta evaluasi sebagimana din:aksud,
dilakukan penilaian oleh perangkat daerah yang berwenangz dan
disampaikan kepada Bupat. dan Menteri melalui sistim pelaporan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 92

Masyarakat berhak berpartisipai dalam pengawasar pela<sanaan prioritas
penggunaan dana desa;

2} Partisipasi dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan dengan cara :
a. Melakukan publikasi terhadap rencana penggunan dana desa;
b. Melakukan pendampingan terhadap pengelolaan pengginaan dana desa;
c. Melakukan pengaduan masalah pelaksanaan pengelola:in dana desa.
3] Pengaduan sebagaimana dimaksu pada ayat 2 huruf ¢ dapat diakukan
mlalui :
a. Badan Permusyawaratan Kampung ;
b. Pejabat pengelola Informasidan Dokumentasi (PPID pada Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigra si;

Penanganan pengaduan sebagimana dimaksud pada ayat .3 dapat dilakukan

dengan cara :

a. Musyawarah yang difasilitasi oleh Bamuskam;

b. Pengaduan dilakukan secara berjenjang, yaitu melalui Pemerintah
Kampung, Pemerintah Daerah Kabupaten, Provinsi dan Pemerintz h.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 94

Pada saat Peraturan Bupati ini muli berlaku :

+ Semuan ketentuan mengenai program dan kegiatan bidang Pembangunan
dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung vang bersumber dari Dan: Desa,
berpsdoman pada Peraturan Bupati ini;

Tata Kelola keuangan pelaksanaan kegiatan pengguraan dan.. desa
berpzdoman pada ketentuan peraturan perundang-undang: n yang m:ngatur
tenteng pengelolaan keuangan kampung.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95
Zuda saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturzn Bupati Mimika

Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung Tahun Anggaran
~020 dicabut dan dinyatakan tidek berlaku lagi.
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Pasal 96
Peraturar. ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengund:ngan Perituran
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupat:n Mimika.

Ditetapkan di Timi<a
pada tanggal, 31 Maret 2021

BUPATI MIM KA,
ted
ELTINUS OM/.LENG
Diundanzkan di Timika
Pada tanggal, 31 Maret 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA,
ttd
MARTHEN PAIDING
BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2020 NOMOR 8.

Sal:mrfsésuq1dengan aslinya
Plt-:i_.‘KEPALAh«BA_(_}IAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
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